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ABSTRACT

This study investigates the role of auditor industry specialization (measured by client
sales ratio) in mitigating earnings management (measured by discretionary accruals) both
before and after regulation no. 17PMK.01/2008 concerning public accountant service issued
by Ministry of Financial in Indonesia. The sample is drawn from manufacturing companies
which listed in BEI for periods 2006-2009 with a high leverage and size characteristic. This
study find evidence that auditor industry specialization have a role in mitigating accrual
earnings management better than non industry specialization and auditor industry
specialization also have a role in mitigating accrual earnings management at companies with
a high leverage and size both before and after this regulation issued..

Keywords: auditor industry specialization, accrual earnings management, regulation no.
17/PMK.01.2008 concerning public accountant service.

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu penting pada pelaporan keuangan adalah tingkat manajemen laba yang dilakukan
oleh manajer. Penelitian Zhou dan Elder (2001), Cohen dan Zarowin (2008) serta Ramanna
dan Roychowdhurry (2009) telah menunjukkan terdapat bukti yang kuat bahwa para
eksekutif melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Bauwhede dan Willekens (2003)
menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghambat praktik manajemen laba adalah
melalui auditor eksternal yang berkualitas. Maka kebutuhan akan auditor eksternal yang
berkualitas menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan yang tidak memiliki akses
secara menyeluruh pada perusahaan.

Salah satu faktor pengukur kualitas auditor adalah auditor yang melakukan
spesialisasi pada suatu industri. Hal ini dikarenakan auditor yang melakukan spesialisasi pada
suatu industri, yang selanjutnya disebut dengan auditor spesialisasi industri, memiliki
database mengenai praktik-praktik yang efektif secara mendetil, kesalahan-kesalahan yang
mungkin terjadi, risiko-risiko yang ditanggung atau mungkin saja dapat ditanggung oleh
perusahaan serta transaksi-transaksi yang tidak umum terjadi pada suatu industri sehingga
memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik dan tren industri yang
tentu saja akan meningkatkan keefektifan proses audit secara keseluruhan.

Selain dengan meningkatkan kualitas auditor, praktik-praktik manajemen laba dapat
diturunkan dengan penerbitan peraturan-peraturan yang menurunkan praktik manajemen
laba.contoh dari peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.



Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah rasio utang

perusahaan. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis perjanjian utang
memprediksi semakin tinggi rasio debt-to-equity (LEV) perusahaan maka manajer lebih
berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat meningkatkan laba
yang dilaporkan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah

yang akan diuji pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dan auditor non spesialisasi
industri berperan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?
Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dan penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik berperan
terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?

Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan
karakteristik rasio utang yang tinggi berperan terhadap manajemen laba yang
dilakukan oleh pihak manajemen?

Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan
karakteristik rasio utang yang tinggi dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik berperan terhadap
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah:

Memperoleh bukti empiris mengenai adanya peranan auditor spesialisasi industri
dalam menurunkan praktik manajemen laba.

Menguji peranan auditor spesialisasi industri dan penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik dalam
menurunkan manajemen laba.

Menguji apakah auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan praktik
manajemen laba terutama pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio
utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Menguji peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen
laba pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada
periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008
mengenai Jasa Akuntan Publik.

2.1 Landasan Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan berdasarkan penelitian

Jensen dan Meckling (1976) dan teori akuntansi positif berdasarkan penelitian Watts dan
Zimmerman (1986).



2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu
kontrak antara beberapa orang prinsipal, yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk
melaksanakan sejumlah jasa sesuai dengan kepentingan prinsipal yang termasuk
mendelegasikan beberapa kewenangan untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut.
Jika hubungan kedua pihak berdasarkan pada proses memaksimumkan utilitasnya masing-
masing maka terdapat dugaan untuk mengasumsikan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk
kepentingan terbaik dari prinsipal karena manajemen juga ingin memaksimumkan utilitasnya.
Mengingat manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih suatu kebijakan akuntansi dari
prinsip akuntansi yang berlaku umum maka wajar saja jika kemudian muncul pemikiran
bahwa manajemen memilih metode akuntansi yang secara khusus akan membantu
manajemen dalam mencapai tujuannya (Kusumawardhani dan Siregar, 2009). Manajemen
laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu oleh adanya pemisahan
peran atau perbedaan kepentingan (conflict of interest) antara prinsipal dan agen. Prinsipal
dapat membatasi perbedaan pendapat antara kepentingannya dengan kepentingan manajemen
dengan cara mengembangkan insentif yang sesuai bagi agen dan memunculkan biaya
monitoring (biaya yang dimunculkan oleh prinsipal untuk mengamati, mengendalikan,
mengukur tindakan dan usaha agen) yang didesain untuk membatasi perilaku agen yang
menyimpang.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (Watts dan Zimmermann, 1986) menyatakan bahwa perubahan
lingkungan menghendaki manajer untuk memiliki kefleksibelan dalam memilih kebijakan
akuntansi agar pihak manajemen dapat menunjukkan laporan kinerjanya sesuai dengan
perubahan lingkungan yang ada. Tetapi, kefleksibelan dalam memilih kebijakan akuntansi
justru menimbulkan permasalahan perilaku oportunistik yang dapat dilakukan manajemen
sehingga tidak berperilaku efisien atau untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
Perilaku semacam ini muncul ketika tindakan manajemen adalah untuk mempertahankan
bahkan meningkatkan kepentingan pribadinya. Sehingga, pola optimal dari kebijakan
akuntansi dijelaskan sebagai kompromisasi antara kebijakan akuntansi untuk meminimalisir
biaya kontrak dan penyediaan kefleksibelan terhadap kemungkinan perubahan akuntansi
(mempertimbangkan dampak dari perilaku oportunistik).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Peraturan: Krishnan (2003) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri
menurunkan manajemen laba berbasis akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor
non spesialisasi industri.

Terkait dengan pelaksanaan proses audit, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-
peraturan yang dianggap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit yang
diberikan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menjamin kepentingan para pemegang saham.
Peraturan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008



mengenai Jasa Akuntan Publik yang menghendaki baik auditor maupun KAP harus selalu
meningkatkan kualitas audit mereka

Simpulan dari kedua pernyataan diatas adalah auditor spesialisasi industri lebih
mampu untuk menurunkan tingkat akrual diskresioner terutama setelah penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Berdasarkan
argumen diatas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai
berikut:

Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

H1la: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan
dengan akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

H1b: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan
akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

2.2.2 Leverage: Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis
perjanjian utang memprediksi semakin tinggi rasio debt-to-equity (LEV) perusahaan maka
manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat
meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini. Semakin tinggi rasio debt-to-equity maka
perusahaan semakin mendekati kemungkinan melanggar perjanjian utang. Herawati (2008)
menyatakan perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan praktik manajemen laba
dengan menaikkan laba yang dilaporkan pada periode sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini
dikarenakan semakin ketat batasan perjanjian utang maka semakin besar kemungkinan
pelanggaran terhadapnya dan biaya yang muncul dari kelalaian secara teknis pun semakin
besar. Sehingga manajer akan menggunakan fleksibilitasnya dalam memilih metode
akuntansi yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran terhadap perjanjian utang
dan mengurangi biaya yang muncul dari kelalaian teknis.

Probabilitas dari munculnya praktik manajemen laba dengan menggunakan akrual
diskresioner pada perusahaan dengan rasio utang yang tinggi untuk menghindari pelanggaran
perjanjian utang dapat diturunkan dengan adanya fungsi auditor spesialisasi industri dan
sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan auditor spesialisasi industri
memiliki kemampuan untuk menurunkan berbagai hal antara lain, menurunkan tingkat akrual
diskresioner. Kemudian dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik terdapat dugaan bahwa setelah penerbitan
peraturan tersebut maka auditor spesialisasi industri akan semakin baik dalam menurunkan
manajemen laba perusahaan yang diproksikan dengan akrual diskresioner. Berdasarkan
argumen diatas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai
berikut:



Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

H2a: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang
tinggi lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

H2b: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang
tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih
rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri
dengan rasio utang yang tinggi sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008.

3.1 Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009. Metoda pengambilan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling. Dengan metoda tersebut, sampel dipilih berdasarkan kesesuaian
karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti.
Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan Kriteria
pemilihan sampel sebagai berikut:
1. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.
2. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember
periode 2006-20009.
3. Perusahaan tersebut memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metoda pengumpulan
data menggunakan data dokumentasi atau kutipan langsung dari berbagai sumber. Data
diperoleh dari Indonesia Stock Exchange untuk mengetahui semua perusahaan-perusahaan
manufaktur yang telah go public di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan
2009.

3.3 Definisi Operasional
3.3.1 Auditor Spesialisasi Industri

Pengukuran auditor spesialisasi industri terbagi ke dalam beberapa pengukuran
dikarenakan proses pengukurannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Beberapa hal
terkait faktor-faktor spesifik industri, seperti yang akan didiskusikan dibawah ini dapat
mempengaruhi insentif atau kemampuan auditor pada proses spesialisasi pada suatu industri
sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran auditor spesialisasi industri.

Asumsi yang mendasari penggunaan pengukuran pangsa pasar adalah jika usaha
auditor untuk meningkatkan keahliannya pada suatu industri terbukti untuk meningkatkan
tingkat pendapatan dalam hal kefokusan pada suatu industri maka pangsa pasar untuk auditor
spesialisasi industri akan meningkat sejalan dengan waktu (Hogan dan Jeter, 1999).



Peneliti berargumentasi bahwa pangsa pasar KAP yang lebih besar, terkait spesialisasi
dalam suatu industri klien, secara potensial membedakannya dari KAP dengan pangsa pasar
yang lebih kecil. Pengukuran pangsa pasar auditor spesialisasi industri pada penelitian ini
mengunakan basis rasio penjualan klien.

Pangsa pasar auditor spesialisasi industri didefinisikan sebagai berikut:

Rasio penjualan perusahaan-m =}’ [si/S]
si = penjualan perusahaan i, dengan perusahaan | diaudit oleh KAP j
S = penjumlahan nilai penjualan, si, untuk seluruh perusahaan dalam industri
Jika pangsa pasar auditor j lebih besar dari 10% maka auditor j dinyatakan sebagai auditor
spesialisasi industri.

3.3.2 Manajemen Laba

Definisi manajemen laba yang lebih populer dan ekstensif telah diberikan oleh Healy
dan Wahlen (1999) yaitu manajemen laba muncul saat manajer menggunakan suatu
kebijakan pada proses pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi keuangan untuk
mengubah laporan keuangan baik untuk “menyesatkan” beberapa stakeholder mengenai
kinerja mendasar dari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual berdasarkan
jumlah akuntansi yang dilaporkan. Pendeteksian manajemen laba dalam penelitian ini
menggunakan komponen akrual diskresioner yang dikalkukasikan berdasarkan model KS.
Thomas dan Zhang (2000) menyatakan bahwa model KS sebagai salah satu model
pengukuran akrual diskresioner menunjukkan kemampuan yang lebih baik secara moderat
dibandingkan kelima model lainnya (yaitu model random walk, mean reverting, komponen,
Jones dan industri) yang diuji secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan
menggunakan model KS untuk mengukur akrual diskresioner. Persamaan model KS untuk
menghitung akrual diskresioner adalah sebagai berikut:
ADi,t = TAI,t/Ai,t-1-{cO+c1[(ARTI,t-1/REVit-1)(REVt/Ai t-1)]+c2[(OCALI,t-1/EXPi,t-

1)(EXPt/Ai t-1)]+c3[(DEPI t-1/GPPEi,t-1)(GPPEt/AIi t-1)]}

Ket: TAI,t= total akrual perusahaan i pada tahun t (ACA-ACASH-ACL-DEPR).
ACA= aset lancar perusahaan i pada tahun t- aset lancar perusahaan i pada tahun t-1.
ACASH= kas perusahaan i pada tahun t- kas perusahaan i pada tahun t-1.
ACL= utang lancar perusahaan i pada tahun t-utang lancar perusahaan i pada tahun t-1.
DEPR= biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada tahun t.
Ai 1= aset perusahaan i pada tahun t-1.
ARTit1= piutang dagang perusahaan i pada tahun t-1.
REVit1= pendapatan perusahaan i pada tahun t-1.
REVi= pendapatan perusahaan i pada tahun t.
OCAL.i 1= aset lancar-piutang dagang-kas-utang lancar perusahaan i tahun t-1.
EXPit1= penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i tahun t-1.
EXPt= penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i pada tahun t.
DEPi 1= biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan | pada tahun t-1.
GPPEi 1= aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1.
GPPE:= aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t.



3.4 Metoda Analisis Data

Analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen (independent sample t-test) dan uji
beda dua rata-rata observasi berpasangan (paired sample t-test).

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis la dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual
diskresioner antara klien auditor spesialisasi industri dan Kklien auditor non spesialisasi
industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor
spesialisasi industri bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner
dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut
dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1a dapat
diterima.

Pengujian hipotesis 1b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan.
Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor
spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008
yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan akrual diskresioner antar klien
auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor
spesialisasi industri setelah penerbitan peraturan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan
peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka
hipotesis 1b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual
diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan
dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner
dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi bernilai lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri
dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil
uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan.
Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor
spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan
nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata
akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan
setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri dengan rasio utang yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan



nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan
maka hipotesis 2b dapat diterima.

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan nilai rata-rata, deviasi standar,
maksimum dan minimum dari variabel-variabel penelitian ini dengan pengklasifikasian
sebagai klien dari auditor spesialisasi industri dan klien dari auditor non spesialisasi industri.
Nilai rata-rata dan deviasi standar digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel-
variabel yang diuji. Data maksimum dan minimum melibatkan kisaran data yang normal
untuk menghindari biasnya hasil penelitian.

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai akrual
diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata nilai akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada
periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai
Jasa Akuntan Publik.

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik
Akrual Diskresioner
Klien Auditor Spesialisasi Industri

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
IAD KSI Sebelum 98 -8.04 1.03 -.0010 1.40062
IAD KSI Setelah 98 -11.06 1.11 -.0072 .81962
Valid N (listwise) 98

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik
Akrual Diskresioner
Klien Auditor Non Spesialisasi Industri

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
AD KNSI Sebelum 56 -1.12 77 -.0003 .39895
AD KNSI Setelah 56 -7.04 8.79 -.0096 1.99396
Valid N (listwise) 56

4.2 Hasil Pengujian

Hipotesis la diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel
independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri dan dari klien auditor non spesialisasi industri pada pada periode sebelum penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.
Pengujian hipotesis l1a terangkum pada tabel 4.9 menunjukkan nilai rata-rata akrual
diskresioner sebesar (0,01968) untuk klien auditor spesialisasi industri dan sebesar 0,02859
untuk klien auditor non spesialisasi industri. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner
terlihat bahwa Klien auditor spesialisasi industri memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner
lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor non spesialisasi industri. Nilai uji beda pada
variansi diasumsikan sama adalah 2,095 dengan nilai p sebesar 0,038. Sehingga dapat



disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri berbeda secara
statistis dengan klien auditor non spesialisasi industri yaitu rata-rata akrual diskresioner klien
auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner klien
auditor non spesialisasi industri. Oleh karena itu hipotesis la didukung secara statistis pada
tingkat o = 5%.

Tabel 4.3
Pengujian Hipotesis 1a (H1a)
AD KSI AD KNSI Prob Hasil
(0,01968) 0,02859 0,038 Didukung

Hipotesis 1b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi
berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t
observasi berpasangan pada tabel 4.10 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien
auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun
2006-2007 sebesar 0,20016 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner
dari klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu
tahun 2008-2009 sebesar (0,03814). Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada
periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,131 dengan nilai probabilitas sebesar 0,036.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi
industri berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi
industri  pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh
karena itu hipotesis 1b didukung secara statistis pada tingkat o = 5%.

Tabel 4.4
Pengujian Hipotesis 1b (H1b)
Ket Sebelum Setelah Prob Hasil
AD KSI 0,20016 (0,03814) 0,036 Didukung

Hipotesis 2a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel
independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri dengan rasio utang yang tinggi dan rendah pada pada periode sebelum penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu
tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 2a terangkum pada tabel 4.11 menunjukkan nilai rata-
rata akrual diskresioner sebesar (1,95176) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan
rasio utang yang tinggi dan sebesar 0,86841 untuk klien auditor spesialisasi industri dengan
rasio utang yang rendah. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien
auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual



10

diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan
rasio utang yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,954 dengan
nilai p sebesar 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien
auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistis dengan
klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah yaitu rata-rata akrual
diskresioner Kklien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan
rasio utang yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 2a didukung secara statistis pada tingkat o
= 5%.

Tabel 4.5
Pengujian Hipotesis 2a (H2a)
Ket Utang Tinggi Utang Rendah | Prob Hasil
AD KSI (1.95716) 0,86841 0,004 | Didukung

Hipotesis 2b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi
berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi
industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil
uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan pada tabel 4.12 menunjukkan rata-rata
akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada
periode sebelum penerbitan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,4830 lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri
dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun
2008-2009 sebesar (0,0721). Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode
setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,307 dengan nilai probabilitas sebesar 0,023.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi
industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual
diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode
setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa
Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor
spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh
karena itu hipotesis 2b didukung secara statistis pada tingkat o= 5%.

Tabel 4.6
Pengujian Hipotesis 2b (H2b)
Ket Utang | Sebelum | Setelah Prob Hasil
AD KSI | Tinggi 1.4830 | (0,0721) | 0,023 | Didukung

4.3 Pembahasan Hasil

Hasil pengujian hipotesis 1a (H1a) menunjukkan bahwa akrual diskresioner dari klien
auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien
auditor non spesialisasi industri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Krishnan (2003)



11

yang menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan manajemen laba berbasis
akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Oleh karena
itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dapat
digunakan sebagai alat ukur bagi pemangku kepentingan dalam memutuskan untuk
berinvestasi ataukah tidak pada suatu perusahaan.

Hasil pengujian pada hipotesis 1b (H1b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual
diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada
periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai
Jasa Akuntan Publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang
menyatakan rata-rata akrual diskresioner Kklien auditor spesialisasi industri pada periode
setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum
memperoleh  perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri
Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa
terdapat peningkatan kinerja auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba
dengan menggunakan akrual diskresioner seiring dengan berjalannya waktu setelah
penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 hingga penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Pengujian hipotesis 2a (H2a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien
auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata akrual diskresioner Kklien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang
rendah. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio
debt-to-equity (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan
manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tertentu. Sehingga
memberikan insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik perusahaan dengan rasio
utang yang tinggi untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam et al.
(2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam
pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap
akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam et al. (2003) memberikan bukti bahwa
akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen,
dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian
ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan
karakteristik utang yang tinggi berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan
menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku
kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa atestasi
yang lebih baik.

Pengujian hipotesis 2b (H2b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien
auditor spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode setelah
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan
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Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner Kklien auditor
spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode sebelum
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan
Publik. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Watts dan Zimmermann (1986)
yang menunjukkan adanya insentif bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba
terutama perusahaan dengan karakteristik memiliki rasio utang yang tinggi. Sedangkan
penelitian Balsam et al. (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan
auditor spesialisasi industri tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi
(2009) yang menemukan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada
periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum
memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri
Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa
peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan
menggunakan akrual diskresioner pada klien dengan karakteristik rasio utang yang tinggi
meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008
mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa
atestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya maka secara

umum dapat disimpulkan bahwa

1. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba
melalui akrual diskresioner dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Hal
ini dapat menunjukkan bukti bahwa kinerja auditor yang melakukan spesialisasi lebih
baik dibandingkan auditor yang tidak melaksanakannya. Bahkan, setelah penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik,
kinerja auditor spesialisasi industri pun semakin meningkat. Berdasarkan hasil
tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik memiliki kontribusi yang signifikan
bagi kinerja dari auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba
melalui akrual diskresioner.

2. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba
melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio
utang dan ukuran perusahaan yang tinggi.

3. Peningkatan peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba
melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio
utang, ukuran perusahaan dan nilai pasar yang tinggi pada periode setelah penerbitan
peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengukuran auditor spesialisasi industri
pada penelitian ini menggunakan pendekatan pangsa pasar KAP yaitu dengan menggunakan
data penjualan klien sesuai dengan penelitian Zhou dan Elder (2001) yang sebaiknya
menggunakan dasar data penghasilan KAP.
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